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ABSTRACT
Budgeting process is like the "black box" which is known only by the executive 
alone. The game room was played beautifully, like a Dutch football game which is 
beautiful and interesting to watch, so that the budget seems to side with the people, but in 
fact the budget is an artificial reality. This study pictured the executive like “the prodigal 
son” who marginalize the legislature. During the era of the new order, all the power over
the budget is in the hands of the executive (the regent / mayor / governor) which is the 
extension of the central government (the president). 
This study employed critical ethnography method, which is described and interpret the
cultural systems and social groups. As a research method, critical ethnography has the
typical process of a long observation of the social group that informants and researchers
are active participant in the group. The finding of this study is that the executive-
legislative relations agency in the context of budgeting process is like a mystery. The 
relationship of agent in the budgeting process in the new order, was dominated by the 
executive agency. In this context legislative access to budget policy’s is very limited, or
even, none at all
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PENDAHULUAN
Ada penjaringan aspirasi rakyat, namun yang menentukan hasil akhir 
anggaran adalah eksekutif.  Aspirasi rakyat sama sekali tidak 
mempengaruhi anggaran yang telah dibuat.  Hal ini membuat posisi 
eksekutif sangat kuat, sehingga ia akan bertindak semaunya sendiri, 
feodalistik, sok kuasa dan mendapatkan pembenaran sendiri.
(Winasa, Bupati Jembrana)
Sampai sejauh ini “misteri” adalah kata yang tepat untuk mengungkapkan 
hubungan keagenan pemerintah daerah era orde baru.  Pada era ini hubungan keagenan 
penuh dengan konflik kepentingan, ketertutupan dan kerahasiaan, yang hanya diketahui 
oleh para pelaku anggaran yaitu eksekutif.  Namun, rasanya sangat naif apabila hubungan 
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2keagenan yang menimbulkan berbagai pertanyaan itu hanya diungkapkan sebatas 
permukaannya saja, tanpa menggali lebih jauh sampai ke akar permasalahan.  Menurut 
saya menyelami sampai ke sumber permasalahan merupakan hal yang penting.  Hal ini 
dapat dilakukan dengan mengamati perilaku aktor berinteraksi dalam proses anggaran, 
melalui wawancara dengan para pelaku di masa itu ataupun tulisan-tulisan yang banyak 
bertebaran mengungkap hal ini.  Hal lain yang dapat dilakukan adalah memahami jalan 
pemikiran atau menjadi bagian dari para pelaku anggaran (baik eksekutif maupun
legislatif). Selain itu, dapat pula dilakukan dengan mengumpulkan informasi mengenai 
interpretasi masyarakat terhadap hubungan keagenan eksekutif-legislatif pada masa 
tersebut.  Seperti ungkapan Gillham (2004, 10) bahwa dalam penelitian kualitatif akan 
ditemukan beragam bukti mengenai apa yang dikatakan orang, apa yang mereka lakukan 
dan bagaimana persepsi orang atas tindakan atau suatu kejadian.  Lebih lanjut, ia
mengemukakan bahwa keseluruhan bukti tersebut dapat menjadi dasar bagi peneliti untuk 
menjelaskan perilaku hubungan keagenan sesuai dengan pemahaman pelaku.
Dalam rangka menyelami fakta hubungan keagenan era orde baru, data-data yang 
bermanfaat dan mendukung studi, selanjutnya dianalisis dengan pendekatan yang holistik.  
Seperti yang dikemukakan oleh Hammersley dan Atkinson (1983, 10-11) bahwa peneliti 
dapat menggunakan gaya yang berbeda dalam melakukan analisis atas data yang diperoleh.  
Karenanya, saya menggunakan bukti (peristiwa demi peristiwa) yang dirangkai menjadi 
suatu cerita ilmiah untuk mengungkapkan hubungan keagenan dalam konteks anggaran di 
pemerintahan daerah.
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3Pemahaman di atas memperlihatkan bahwa pengelolaan anggaran pada masa orde 
baru ibarat “kotak hitam” yang hanya diketahui oleh eksekutif sendiri.  Seperti penuturan
Kade Sulastri, salah seorang anggota legislatif, bahwa “pada masa itu alokasi anggaran 
hanya diketahui oleh birokrat, sedangkan masyarakat dan legislatif sama sekali buta 
dengan anggaran”.  “Kotak hitam” anggaran merupakan “ruang permainan” eksekutif,
yang karena tingginya self-interest, mereka cenderung membebankannya ke rakyat.  Ruang 
permainan dilakoni secara cantik, seperti permainan sepakbola Belanda yang cantik dan 
menarik untuk ditonton, sehingga tampaknya anggaran berpihak pada rakyat, namun 
sesungguhnya anggaran tersebut adalah sebuah realitas semu (Wildavsky dan Caiden, 
2004). 
Studi ini mengibaratkan eksekutif bak anak durhaka yang memarjinalkan legislatif.  
Selama era orde baru semua kekuasaan atas anggaran berada di tangan eksekutif 
(bupati/walikota/gubernur) yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat 
(presiden).  Untuk dapat melakukan hal tersebut, semua undang-undang diarahkan 
sedemikian rupa, sehingga tidak ada ruang bagi stakeholder lainnya untuk berbicara.
HUBUNGAN KEAGENAN ERA ORDE BARU: REINKARNASI MASA 
KERAJAAN DAN KOLONIALISME
Seperti diketahui, hubungan keagenan dalam konteks anggaran selalu menarik
untuk dikaji, terutama pada sektor pemerintahan dengan stakeholder yang begitu luas.  
Karena, sesungguhnya anggaran pemerintah daerah bukan saja menjadi milik para 
eksekutif, tapi juga menjadi kepentingan politisi (legislatif), rakyat, pemerintah pusat 
bahkan masyarakat luas.  Sebagaimana dikemukakan Wildavsky dan Caiden (2004, xxvii): 
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4budgeting was interesting.  Amazing but true … budgeting was the lifeblood of 
government, the medium through which flowed the essentials life support 
systems of public policy.
Namun adalah sungguh sulit dipercaya selama tiga puluh dua tahun orde baru berkuasa, 
ruang anggaran sungguh-sungguh hanya merupakan ranah eksekutif semata.  Menurut 
Gede Winasa, Bupati Jembrana, mengatakan bahwa, “pada masa itu semua pihak 
(stakeholder lain) hanya taken for granted dari apa yang menjadi kehendak eksekutif”.  
Ironinya, menurut sang Bupati, “pada masa orde baru, birokrat (eksekutif)1 hanya mau 
dilayani dan tidak mau melayani, seperti layaknya tuan besar pada masa kolonial atau 
kerajaan masa lalu sebelum Indonesia diproklamirkan”.  Pernyataan ini menjadi pemicu 
insiasi studi ini.  Selanjutnya berdasarkan naluri, studi ini mengawali pengamatan dengan 
melakukan kilas balik dengan mempelajari perilaku keagenan masa kerajaan yang 
mempengaruhi interaksi eksekutif-legislatif di pemerintahan masa Orde Baru.
Sebagaimana diketahui, pada abad ke-16 sebelum kedatangan bangsa asing, 
sebagian besar wilayah-wilayah Indonesia terdiri dari negara-negara kecil yang menganut 
sistem pemerintahan kerajaan (Rahardja dan Manurung, 2008: 345).  Pada masa itu, pucuk 
pimpinan berada di tangan raja yang merupakan pemegang kekuasaan tunggal dan absolut.  
Dengan bahasa lain, raja bertindak dan berkuasa seolah-olah wakil Tuhan di muka bumi 
ini2.  Dengan demikian, segala keputusan berada di tangan raja dan orang harus tunduk 
serta patuh kepada segala perintah sang raja.  Sementara di lain pihak, rakyat atau orang-
orang kepercayaan raja tidak memiliki hak untuk merubah keputusan sang raja. 
                                                
1 Birokrat dan eksekutif memiliki arti yang sama, namun penulis gunakan secara bergantian tergantung dari 
persepsi informan saat diwawancarai.
2 Perilaku ini disebut perilaku feodalisme, yaitu segelintir manusia (bangsawan) berkuasa dan bertindak 
seolah-olah wakil Tuhan di bumi ini (Rahardja dan Manurung, 2008: 345).
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5Hubungan keagenan dalam sistem kerajaan mulai tampak ketika raja 
mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada para pejabat kerajaan atau bupati3.  
Namun, sebagaimana sebuah sistem feodalistik, para pejabat kerajaan tidak melayani 
kepentingan umum, tetapi melayani kepentingan rajanya karena kewenangan yang diterima 
merupakan pemberian raja dan bukan berasal dari rakyat.  Hal ini juga terjadi di Jembrana 
Bali.  Sebagaimana diketahui, menurut bukti-bukti arkeologis dapat diinterprestasikan 
bahwa munculnya komunitas Jembrana terjadi sejak 6000 tahun yang lalu.  Raja dan 
pengikutnya yaitu rakyat yang berasal dari etnik Bali Hindu maupun dari etnik non Bali 
yang beragama Islam telah membangun keraton sebagai pusat pemerintahan yang diberi 
nama Puri Gede Jembrana pada awal abad XVII oleh I Gusti Made Yasa (penguasa 
Brangbang).  Sejak kekuasaan kerajaan dipegang oleh Raja Jembrana, I Gusti Gede 
Seloka, sebagaimana yang terjadi di banyak kerajaan lain di Nusantara, pemerintahan 
absolut dipegang oleh para raja dan kaum bangsawan (www.jembrana.org.id).
Kekuasaan para kasta bangsawan terus berlanjut sampai pada zaman kemerdekaan 
(yaitu terbentuknya negara Indonesia), lihat saja daftar nama para mantan pemimpin 
(bupati) daerah ini.  Umumnya mereka berasal dari kaum bangsawan seperti Bupati Kepala 
Daerah Swatantra Tingkat II Jembrana, untuk pertama kalinya dijabat oleh Ida Bagus Gede 
Dosther dari tahun 1959 sampai tahun 1967.  Selanjutnya, pemerintahan dipegang oleh 
Drs. Ida Bagus Ardana (26 Agustus 1980 - 27 Agustus 1990), kemudian Bupati Ida Bagus 
                                                
3 Menurut Suwarno (1994, 65), bupati adalah pimpinan untuk daerah-daerah jajahan yang berada di luar 
jangkauan kerajaan (di luar keraton), umumnya daerah pesisir.
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6Indugosa, S.H yang menjabat selama dua periode yaitu mulai 27 Agustus 1990 - 27 
Agustus 1995 dan dari 27 Agustus 1995 - 27 Agustus 20004.
Sekali lagi, studi ini telah menunjukkan bahwa para pejabat ini berasal dari kaum 
bangsawan atau golongan priayi yang memiliki status sosial tinggi, yang membedakan 
mereka dengan masyarakat lainnya.  Hal ini disebabkan kekuasaan yang diterima dari raja 
memberikan mereka posisi sangat penting untuk mengambil keputusan yang disebut 
sebagai “elit” penguasa (Suwarno, 1994: 10).  Dengan posisi terhormat yang dimiliki para 
“elit”, membuat mental mereka saat melaksanakan pemerintahan cenderung bersikap 
seperti raja yaitu harus dilayani.  Hal ini menjadi ciri para pejabat kerajaan yang dapat 
bertindak sekehendak hatinya terhadap rakyat, seperti halnya yang dilakukan oleh raja.
Kembali ke masa lalu, banyak studi menunjukkan mental feodalisme ini terus 
berkembang dan tumbuh subur pada masa kolonial Belanda.  Hal ini disebabkan fokus 
Belanda pada saat itu adalah kelancaran setoran pajak dan upeti, bukan perbaikan mental 
pejabat yang mempengaruhi sistem pemerintahan.  Disamping itu, suburnya sikap 
feodalisme ini dikarenakan mereka yang menjadi pejabat pemerintahan masa kolonial 
umumnya berasal dari kaum bangsawan atau berasal dari golongan priayi.  Menurut
Dwiyanto (2006, 44), pada masa kerajaan, orang yang ditunjuk untuk menjadi pejabat 
kerajaan adalah orang-orang yang memiliki kesetiaan dan loyal kepada raja.  Dengan kata 
lain, apabila para pejabat tersebut tidak loyal maka akan dicopot dari jabatannya untuk 
diganti dengan orang lain yang lebih setia.  Dengan demikian “monoloyalitas” hadir 
sebagai apresiasi atas jabatan, gaji atau hadiah yang diberikan raja kepada para pegawainya 
dan merupakan anugerah yang dapat ditarik sewaktu-waktu oleh raja (Suwarno, 1994).
                                                
4 Ida Bagus menunjukkan gelar kebangsawanan seseorang.
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7Menurut Dwiyanto (2006, 12), “monoloyalitas” para pejabat di masa itu, diukur 
dengan cara menghadap raja pada waktu-waktu yang telah ditentukan5, yang sekarang ini 
lebih dikenal dengan “manajemen tatap muka”.  Mereka menghadap raja dengan 
mempersembahkan upeti dan pajak yang ditarik dari rakyat, di mana persembahan tersebut 
untuk memenuhi kebutuhan raja dan para anggota keluarga kerajaan.  Suwarno (1994, 30) 
mengemukakan bahwa penguasa menggunakan uang yang ditarik dari rakyat untuk 
kepentingan pribadi raja.  Dengan demikian, semakin besar upeti dan pajak yang diberikan 
maka semakin besar perhatian raja kepada pejabat tersebut karena dipandang sangat loyal 
(lihat penelitian Dwiyanto, 2006).  Karenanya, dapat dikatakan bahwa mental seperti ini 
menyebabkan para pejabat kerajaan tidak akuntabel kepada publik dan jauh dari 
kepentingan publik. 
Budaya lain yang juga mempengaruhi hubungan keagenan eksekutif dan legislatif 
dalam konteks anggaran pada masa orde baru di Indonesia adalah budaya paternalisme.  
Hal yang mencerminkan hubungan bapak dan anak buah (bapakisme)6.  Dalam bentuk 
budaya ini menurut Mulder (1985, 13), posisi seorang bawahan dengan atasan disamakan 
dengan posisi hubungan antara anak dengan bapaknya dalam konsep Jawa.  Dalam konteks 
ini, seorang anak harus menghormati bapaknya yang termanifestasi dalam santun 
berbicara, sungkan untuk menentang kehendak orangtuanya, dan setiap tindakan harus 
mendapat restu dari bapak, sementara di pihak lain, bawahan memperoleh perlindungan 
                                                
5 umumnya pada saat perayaan hari besar kerajaan.
6 Pola hubungan paternalisme yang bercorak patron-klien agak sedikit berbeda dengan pola hubungan 
bapakisme.  Hubungan patron-klien cenderung menekankan pada segi hubungan material, sedangkan 
hubungan  bapakisme selain hubungan material, juga menekankan pada hubungan yang bersifat non material 
(Dwiyanto, 2006: 95).
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8dari sang bapak.  Menurut Blau dan Scott (1987), budaya paternalisme semakin tumbuh 
subur karena pengaruh feodalisme, yang mempunyai andil besar dalam membentuk 
hubungan keagenan di pemerintahan daerah.
HUBUNGAN SENTRALISTIK: BENTUK BARU FEODALISME
Pada periode antara tahun 1966 sampai dengan pertengahan tahun 19997
merupakan periode di mana anggaran berada dalam kerangkeng sentralisasi.  Kerangkeng 
sentralisasi merupakan sebuah bentuk baru feodalisme.  Dalam hal ini, pemerintah pusat 
bagaikan raja, di mana semua orang harus tunduk dan patuh terhadap segala kebijakan 
yang dibuatnya, termasuk kebijakan anggaran, sangat ditentukan oleh pusat (Presiden).  
Sementara, di tingkat daerah, penguasa yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah 
pusat menurut undang-undang (UU) No.5 tahun 1974 adalah gubernur, bupati atau 
walikota.  Dengan sistem organisasi hierarki, bupati/walikota adalah subordinasi gubernur 
yang juga merupakan subordinasi pemerintah pusat.  Oleh karena itu, penguasa daerah 
dalam menjalankan tugasnya berada di bawah pengawasan dan pengendalian gubernur 
serta pemerintah pusat.  Model hierarki ini sesuai dengan konsep Weberian yang 
mengatakan bahwa pejabat hierarki atas mempunyai kekuasaan lebih besar daripada 
pejabat pada tataran bawah.  Berdasarkan sistem kehierarkian, maka hierarki bawah tidak 
                                                
7 Periode ini di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan orde baru di bawah kekuasaan mutlak pemerintahan 
Soeharto.
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9mempunyai kewenangan untuk memberikan pendapat, usulan, apalagi menentang
kekuasaan hierarki atas (lihat Ahmad dan Mansoor, 2002; Wibawa, 2005; Thoha, 
2005).  Artinya, eksekutif, baik di kota maupun kabupaten, tunduk dan patuh pada 
gubernur serta pemerintah pusat.
Demikian juga dengan bentuk hubungan keagenan di pemerintahan daerah 
mengikuti sistem yang berlaku, yaitu eksekutif dan legislatif bekerja dalam tatanan pola 
hierarki, di mana eksekutif sebagai pimpinan puncak dan legislatif berada di bawahnya
(Wibawa, 2005: 5).  Konteks sosial ini, mendapat legitimasi melalui UU No.5 tahun 1974
yang mengatakan bahwa lembaga legislatif merupakan bagian dari pemerintahan daerah, 
artinya legislatif merupakan bagian dari eksekutif dan bukan badan yang terpisah dari 
pemerintahan.  Kondisi ini menunjukkan lembaga eksekutif yang sangat dominan
(powerful).  Sementara, legislatif dan rakyat yang tidak berada dalam wilayah hierarki 
tidak memiliki kekuatan (powerless) sama sekali dan dipandang bagaikan ”mahluk 
asing”.  Bupati Jembrana Gede Winasa berkomentar bahwa, ”garis hierarkis dari atas ke 
bawah, baik yang berhubungan dengan kekuasaan dan tanggungjawab, ujungnya berada
di tangan eksekutif.  Eksekutif yang paling berkuasa”.  Ia pun melanjutkan bahwa, 
”ketika legislatif bertindak, hanya mengikuti arus yang dikendalikan oleh eksekutif”.  
Inilah fenomena feodalisme gaya baru yang tampak dalam wujud sentralisasi kekuasaan.
Dengan menanamkan logosentrisme sentralisasi, kesadaran palsu dikembangkan 
terhadap kelas-kelas yang terdominasi.  Kondisi ini, menurut Thomas Hobbes, bagaikan 
monster ”leviathan”8 yang tidak dapat dihalang-halangi otoritas kekuasaannya.  Seperti 
                                                
8 Leviathan adalah sebuah metafora untuk menjelaskan sistem negara modern yang dibangun oleh sistem 
kekuasaan yang tidak bisa dibagi, artinya sebuah kekuasaan yang berada di satu tangan dan terkonsentrasi di 
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hukum Newton yang mengharuskan sebuah dunia diatur oleh sebuah sistem yang stabil, 
yang di dalamnya keberaturan dan keseimbangan tercipta disebabkan ada sebuah 
kekuatan pusat yang bersifat universal dan tak berubah yang mengaturnya.  Analogi 
kosmologis ini di dalam sistem sosial, mengharuskan adanya sebuah kekuasaan yang ter-
pusat, yang di dalamnya terjaga stabilitas sosial serta institusi yang stabil (Piliang, 
2005: 352).
Selama pemerintahan orde baru dengan UU No. 5 tahun 1974 sebagai landasan 
hubungan pusat dan daerah, telah terjadi ketidakadilan hubungan, baik secara politik 
maupun ekonomis.  Secara politis, terlihat bahwa pemerintah daerah lebih merupakan alat 
pusat daripada alat daerah otonom dan desentralisasi.  DPRD yang seharusnya menjadi 
pemegang dan penanggungjawab otonomi daerah dijadikan bagian dari pemerintah daerah 
yang lebih bertanggungjawab ke pemerintahan pusat.  Kepala daerah, secara praktis, tidak 
ditentukan oleh DPRD sebab calon-calon yang akan dipilih oleh DPRD harus mendapat
persetujuan dulu dari pusat.  Calon-calon yang dipilih oleh DPRD tersebut oleh pusat 
dipilih salah satunya, tanpa terikat pada peringkat hasil pemilihan daerah.  Pandangan 
daerah tentang figur kepala daerah yang dikehendaki, menjadi tidak dihiraukan.  
Sementara, ketidakadilan di bidang ekonomi, tampak saat pemerintah pusat menguras 
hampir seluruh kekayaan daerah.  Contohnya, di Aceh dan Riau yang kaya sumberdaya 
alam, namun banyak sekali penduduk terpaksa hidup di gubuk-gubuk.  Sementara, karena 
miskin, di Irian Jaya yang kaya emas banyak penduduk mati kelaparan, dan di Buton yang 
                                                                                                                                                   
sebuah pusat kekuasaan.  Brennan dan Buchanan (1980) menambahkan bahwa, monster leviathan ini akan 
selalu memaksimalkan self interest-nya.  Model kebijakan yang dibuat oleh leviathan memiliki nilai moral 
rendah, atau dengan kata lain perilaku rent seeking terhadap kelompok kepentingan khusus, lebih 
mendominasi leviathan dalam membuat kebijakan (Buchanan et al., 1980).
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merupakan penghasil aspal terbanyak, memperlihatkan gambaran banyaknya jalan yang 
belum di aspal, minimal jika dibandingkan dengan jalan-jalan di Jawa (Mahfud, 2000: 5).  
Winasa, kemudian, menjelaskan sosial konteks di balik kesemrawutan ini.  Menurutnya:
Ketika membuat peraturan perundang-undangan berdasarkan atribusi kewenangan, pemerintah 
kerapkali melakukan manipulasi dan mengorupsi materi-materinya, sehingga prinsip-prinsip 
pokoknya menjadi tenggelam oleh berbagai peraturan pelaksanaan.  Inilah yang kemudian 
menimbulkan sentralisasi kekuasaan yang semakin lama semakin massif dan feodal.
Pernyataan Winasa tentang budaya feodalisme eksekutif, dapat dibuktikan pada
mekanisme perencanaan anggaran.  Bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa kebijakan 
anggaran mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan adalah ”wilayah bermain” 
eksekutif, artinya harus sesuai dengan petunjuk pusat.  Seperti ungkapan Made Sudantra, 
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Diperindagkop), Kabupaten 
Jembrana, bahwa: ”selama lebih dari tiga puluh tahun eksekutiflah yang membuat
rencana anggaran, yang sesuai dengan kepentingan pusat atau yang mewakili pusat, 
tanpa adanya campur tangan pihak lain”.  Pernyataan informan menunjukkan bahwa
kebijakan anggaran yang berpihak pada pemerintah pusat menjadi prioritas orientasi 
eksekutif.  Sementara, kepentingan rakyat banyak tergusur oleh kepentingan pihak-
pihak lain yang mewakili aspirasi kekuasaan yang memerintah.  Meski sejak tahun 
1980-an telah diterapkan bottom-up planning yang merupakan mekanisme penjaringan 
aspirasi rakyat untuk membuat rencana anggaran yang di mulai dari tingkat akar rumput 
(desa).  Namun realitas ternyata berbeda, perencanaan ini tidak dilaksanakan dengan 
sungguh-sungguh, karena lebih banyak diwarnai oleh aspirasi eksekutif daripada kepentingan 
masyarakat.  Seperti yang diungkapkan Wibawa (2005, 6):
dalam proses perencanaan ... aspirasi masyarakat kerapkali tersingkir atau setidaknya hanya dapat 
diartikulasikan dan diagregasikan secara tidak kentara, misalnya melalui lobi-lobi langsung dari para 
tokoh masyarakat terhadap pemerintah.  Aspirasi mereka, yang ”secara konstitusional” semestinya 
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disalurkan melalui lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pada 
kenyataannya sulit tertampung untuk dirumuskan sebagai kebijaksanaan.  Semua rencana dibuat 
oleh presiden atau pemerintah.
Apabila legislatif dimintai pendapat, hal tersebut hanya merupakan tindakan untuk 
memanipulasi rakyat (pseudo-participation)9, untuk menunjukkan terjadinya demokrasi 
dalam membuat kebijakan, khususnya kebijakan anggaran, padahal semua itu hanya semu.  
Bagi Winasa, Bupati Jembrana, mengungkapkan bahwa:
Jika pada masa orde baru ada DPRD10, maka bagi saya itu hanya untuk menunjukkan pada dunia 
bahwa di Indonesia ada demokrasi, namun sesungguhnya semua itu hanya merupakan demokrasi
semu.  Mereka tidak diberdayakan sama sekali.
Winasa, kemudian, menambahkan:
Orde baru terperangkap pada pemikiran bahwa membangun integrasi itu harus mengesampingkan 
demokrasi.  Demokrasi baru akan dibuka jika ekonomi sudah kuat.  Itu yang mendasari tampilnya 
pemerintahan otoriter di bawah Soeharto.  Demokrasi yang dibangun adalah demokrasi formalitas 
semata karena substansinya tidak demokratis.  Ada lembaga-lembaga demokrasi seperti MPR, DPR, 
DPRD, parpol, ormas11 dan pers, tetapi semuanya terkooptasi sedemikian rupa dan ditekan untuk 
tidak berbeda dari pandangan pemerintah.  Pemilu diselenggarakan lima tahun sekali, tetapi dengan 
proses yang penuh rekayasa dan kecurangan ... ya begitu, di MPR dan DPR ditanam tangan-tangan 
eksekutif sehingga wadah aspirasi politik masyarakat menjadi sangat mandul dan tidak mampu 
melakukan kontrol yang efektif terhadap pemerintah ... Ini semua dibangun atas dasar "demi 
pembangunan ekonomi".
Kondisi di atas, dengan antusias lebih diperjelas lagi oleh Winasa, bahwa:
Ada penjaringan aspirasi rakyat, namun yang menentukan hasil akhir anggaran adalah eksekutif.  
Aspirasi rakyat sama sekali tidak mempengaruhi anggaran yang telah dibuat.  Hal ini membuat 
posisi eksekutif sangat kuat, sehingga ia akan bertindak semaunya sendiri, feodalistik, sok kuasa 
dan mendapatkan pembenaran sendiri.
Kesan ini merupakan refleksi karakter dasar eksekutif yang cenderung tidak 
menginginkan mekanisme konsolidasi.  Eksekutif ingin menunjukkan kekuasaannya dan 
                                                
9 Menurut Argyris (1952), pseudo participation adalah kondisi dalam proses anggaran di mana atasan tidak 
‘sungguh-sungguh’ tertarik dengan masukan yang berasal dari bawah, namun tetap meminta partisipasi 
bawahan dalam rangka memanipulasi.  Jadi seakan-akan atasan tertarik dengan masukan yang diberikan.
10 DPRD merupakan singkatan yang digunakan informan, berarti dewan perwakilan rakyat daerah.
11 MPR, DPR, DPRD, parpol dan ormas merupakan singkatan yang digunakan informan.  MPR adalah 
singkatan dari majelis permusyawaratan rakyat, DPR adalah singkatan dari dewan perwakilan rakyat, parpol 
adalah singkatan dari partai politik dan ormas adalah organisasi masyarakat.
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tidak ingin berbagi kekuasaan dengan legislatif apalagi dengan rakyat.  Karenanya,
menurut Wibawa (2005, 5), bagi eksekutif mendengarkan suara rakyat yang 
tersalurkan melalui lembaga legislatif adalah sesuatu yang mustahil, membuang waktu 
dan tidak efisien.
Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa, seluruh mekanisme perencanaan dan 
pengelolaan anggaran dilaksanakan secara ketat dan sesuai dengan petunjuk pusat.  
Pengelolaan anggaran dilaksanakan secara terpusat maksudnya seluruh hasil dari 
sumberdaya ekonomi daerah dibawa ke pusat, kemudian pusat yang menentukan segala 
kebutuhan daerah.  Ironinya, sama sekali tidak ada resistensi pemerintah daerah
(eksekutif) terhadap sentralisasi pengelolaan sumberdaya.  Bahkan, elit politik daerah 
mendukung tindakan ini, karena mereka memperoleh manfaat ekonomis secara pribadi, 
seperti diberi keleluasaan menggunakan kekuasaannya secara berlebihan sepanjang 
mendukung sentralisasi politik dan ekonomi (Pratikno, 2002: 33), serta kenaikan karir 
dan jabatan di masa akan datang (Wibawa, 2005: 5).
Menurut Mills (1999), kekuasaan eksekutif di masa orde baru tampak merupakan 
implementasi ”teori elit”.  Alasannya, karena kekuasaan berada di sekitar kelompok atau 
orang-orang tertentu saja, seperti eksekutif dan kroninya yang tidak mempunyai 
akuntabilitas terhadap rakyat (Considine, 1983: 139).  Berdasarkan teori ini, eksekutif 
memberikan porsi perhatian lebih besar kepada pendapat pejabat di atasnya sesuai 
dengan jenjang hierarki, daripada memperhatikan aspirasi legislatif.  Hal ini sesuai 
dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sudantra, Kepala Diperindagkop, bahwa:
yang lebih diutamakan adalah kepentingan ”pusat” yaitu  pemerintah pusat dan pejabat pusat.  
Dalam rangka mendukung kelanggengan pemerintahannya, orang pusat memberi berbagai 
fasilitas kepada hampir semua lembaga-lembaga adat, tokoh masyarakat dan pejabat daerah.
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Pernyataan ini menggambarkan perilaku eksekutif (pusat) yang berbuat apa saja untuk 
menyenangkan hati pejabat daerah (eksekutif daerah), dalam rangka mempertahankan 
loyalitas mereka.  Pembenaran atas sikap eksekutif ini diproduksi melalui imajinasi 
tentang terciptanya Indonesia yang adil dan sejahtera, melalui simbol-simbol 
pembangunan, stabilitas politik, persatuan bangsa dan penyeragaman kehidupan bagi 
masyarakat di segala hal.  Seperti ungkapan Dwiyanto (2006, 7) bahwa dalam
prakteknya ”kaum elit” memanipulasi rakyat dengan iming-iming simbolisasi, yaitu
demi kepentingan negara, pembangunan serta stabilitas nasional.
Simbol-simbol di atas merupakan suatu bentuk kekuasaan yang memaksa dalam 
format yang halus yaitu bahasa, menurut Pierre Bourdieu di dalam Outline of a Theory of 
Practice disebut sebagai bentuk kekerasan simbol (symbolic violence) yaitu sebuah bentuk 
kekerasan khusus yang menggunakan mekanisme bahasa.  Simbol-simbol tersebut 
menunjukkan bentuk yang tersembunyi dari kegiatan sehari-hari.  Menurutnya (1990, xxi),
kekerasan simbol adalah sebuah kekerasan dalam bentuknya yang sangat halus, kekerasan 
yang dikenakan pada agen-agen sosial tanpa mengundang resistensi, sebaliknya, malah 
mengundang konformitas sebab sudah mendapat legitimasi sosial karena bentuknya yang 
sangat halus.  Konsep kekerasan simbol menggiring kita ke arah mekanisme sosial, 
yang di dalamnya relasi komunikasi saling bertautan dengan relasi kekuasaan.  Sebuah sistem 
kekuasaan cenderung dipertahankan dengan mendominasi (mendistorsi) media komunikasi, 
bahasa yang digunakan di dalam berkomunikasi, makna-makna yang dipertukarkan, 
serta interpretasi terhadap makna-makna tersebut, inilah yang disebut dominasi simbol 
(Thompson, 1984: 42).
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Di dalam proses dominasi sebetulnya terjadi sebuah pemaksaan simbolik yang 
sangat halus, akan tetapi orang yang didominasi secara simbolik tidak menyadari adanya 
pemaksaan atau menerima pemaksaan tersebut sebagai sesuatu yang memang seharusnya 
begitu.  Jadi, bahasa, makna dan sistem simbol pemilik kekuasaan ditanamkan dalam benak 
individu-individu lewat suatu mekanisme yang tersembunyi dari kesadaran.  Seperti halnya 
saat eksekutif pusat secara halus memaksakan kepercayaannya kepada legislatif dan rakyat 
lewat berbagai indoktrinasi serta pemaksaan halus bahwa sentralisasi segala hal, termasuk 
kebijakan anggaran, adalah sesuatu yang baik, mulia dan benar demi untuk kepentingan 
negara.  Sementara, orang-orang yang dikuasai/dimusuhi sebagai buruk, jahat, bersalah, 
subversif, dan kriminal.
Bukti-bukti di atas, menunjukkan betapa sentralisasi hubungan yang merupakan 
budaya feodalisme gaya baru, demikian lekat dengan perilaku eksekutif.  Kultur yang lebih 
mengedepankan hak ketimbang kewajiban ini telah membuat, ”eksekutif berperilaku 
sebagai tuan ketimbang pelayan masyarakat.  Sungguh menyedihkan situasi masa orde 
baru”, demikian komentar Bupati Jembrana, I Gede Winasa.
Begitulah gambaran hubungan keagenan dalam konteks anggaran pada masa orde 
baru yang sangat sentralistik, diperkuat oleh budaya feodalisme telah menyebabkan 
situasi di mana akses legislatif terhadap kotak hitam kebijakan anggaran sangat terbatas.  
Kesempatan dan ruang yang dimiliki oleh lembaga legislatif tidak berjalan sesuai yang 
diinginkan.  Sehingga, terbentang hubungan yang tidak imbang (unequal relationship) 
antara eksekutif yang berkuasa dengan legislatif yang termarjinalkan.  Menurut pakar 
keuangan dan politik, ketidakseimbangan dalam hubungan eksekutif-legislatif ini 
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menimbulkan berbagai permasalahan (lihat Booth, 1989; Devas, 1989; Thoha, 2005).  
Oleh karena itu, studi ini akan mengeksplorasi hubungan keagenan masa orde baru 
dalam bentuk berbagai metafora dari sudut pemahaman informan, seperti metafora ”mohon 
arahan dan petunjuk” serta metafora ”Rubber Stamp”, yang merupakan gambaran interaksi 
eksekutif-legislatif.
Lakon Legislatif: ”Mohon Arahan dan Petunjuk”
Menurut konsep tata pemerintahan, lembaga legislatif dipilih oleh rakyat untuk 
berperan memberikan kritik atas pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap manajemen 
keuangan publik, serta berpartisipasi dalam melakukan sistem checks and balances (Santiso
dan Belgrano, 2004).  Hal ini berarti bahwa rakyat melalui lembaganya mengawasi 
pengelolaan dan pelaksanaan anggaran yang dijalankan oleh eksekutif.  Dipandang dari sudut
hubungan keagenan, legislatif dipilih untuk bertindak mewakili rakyat (prinsipal).  Artinya, 
dalam menjalankan tugasnya legislatif seharusnya mengawasi agen.  Segala tindak-tanduk 
eksekutif dalam membuat kebijakan harus selalu dalam koridor arahan dan pengawasan 
legislatif (Mitnick, 1973; Moe, 1984; Lupia dan McCubbins, 2000).
Berbeda dengan konsep di atas, pemerintahan orde baru menjalankan konsep 
pemerintahan daerah dengan merujuk pada UU No. 5 tahun 1974, di mana justru legislatif 
berada di bawah kekuasaan eksekutif (kepala daerah) yang merupakan perpanjangan 
tangan kekuasaan tunggal (Presiden).  Kondisi ini terjadi, karena dalam prakteknya 
anggota legislatif diseleksi terlebih dahulu melalui proses penelitian khusus (litsus) yang 
ketat oleh eksekutif sebelum mengikuti pemilu, bahkan banyak di antara anggota legislatif 
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yang diangkat langsung oleh eksekutif.  Beberapa legislatif yang diangkat merupakan 
pegawai negeri sipil daerah yang tentu saja adalah bawahan kepala daerah.  Sehingga,
tidak heran apabila dikatakan posisi legislatif pada masa orde baru adalah bawahan 
eksekutif, jadi mereka akan berbuat apa saja untuk memenuhi keinginan atasannya.
Dalam kebijakan anggaran, eksekutif menjadi lembaga super power yang berhak 
menentukan segala hal, baik perumusan maupun penentuan alokasi anggaran, sementara 
legislatif tidak memiliki ruang dalam proses tersebut.  Posisi legislatif sangat lemah, bahkan 
dapat dikatakan mandul.  Sebagaimana ungkapan Ketut Nyusundari, salah seorang anggota 
legislatif, ”kita ini hanya asesoris pemerintahan, tidak mempunyai fungsi apa-apa.  Semua 
urusan sudah ditangani eksekutif”.  Apabila dilihat konteks di atas, maka sesungguhnya 
legislatif tidak mewakili kepentingan publik, yang dilayani hanya kepentingan satu orang 
yaitu penguasa tunggal.
Sistem orde baru dibuat sedemikian rupa, sehingga ”seakan-akan” ada demokrasi12
yang ditandai dengan eksistensi lembaga legislatif sebagai penyeimbang eksekutif.  Namun,
seperti yang dikemukakan sebelumnya, ”keterpilihan” dan ”rasa aman” anggota legislatif 
berada di tangan kepala daerah, bahkan kesejahteraan legislatif dalam bentuk gaji dan fasilitas 
lainnya ditentukan oleh kepala daerah.  Semua ini menyebabkan legislatif tunduk dan patuh 
kepada segala keputusan eksekutif.  Mereka tidak berani bertindak untuk melaksanakan 
tugasnya, seperti mengesahkan aturan, memberikan pendapat, maupun mengawasi 
                                                
12 Perlu diperjelas secara singkat apa yang diartikan dengan istilah demokrasi, karena konsep ini tunduk kepada 
berbagai makna penting.  Secara harfiah, demokrasi berarti “pemerintahan oleh dan untuk rakyat”.  Ini 
berarti tidak ada elit penguasa yang membuat kebijakan pemerintahan bebas dari kepentingan rakyat 
secara keseluruhan.  Demokrasi menurut Sanderson (2003, 326) mempunyai tiga ciri utama: (1) para pejabat 
pemerintah dipilih untuk suatu jabatan tertentu dan dipandang sebagai wakil, yang bertindak untuk kepentingan 
rakyat, (2) terdapat struktur parlemen atau kongres sebagai dasar kekuasaan yang terlepas dari kekuasaan 
presiden atau perdana menteri,  (3) hak-hak dan kebebasan individu disetujui rakyat dan pada umumnya dihormati.
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anggaran, apabila tidak mendapat restu dan petunjuk terlebih dahulu dari kepala daerah.  
Karenanya, setiap tindakan legislatif selalu disertai dengan kata-kata manis ”mohon 
arahan” atau ”mohon petunjuk” (Putra dan Arif, 2001: 41).  Seperti yang dituturkan oleh 
Ketut Nyusundari, salah seorang anggota legislatif, bahwa:
Waktu itu, kita hanya mengesahkan anggaran saja, segala sesuatunya tergantung petunjuk birokrat.  
Oleh sebab itu, kalau ada sesuatu yang belum jelas kita mohon petunjuk dan arahan dari eksekutif, 
sebelum memutuskan anggaran.  Eksekutif yang menentukan semuanya.
Ia, kemudian, melanjutkan komentarnya bahwa ”banyak dari legislatif yang justru 
berkunjung ke eksekutif, untuk meminta pendapat mengenai apa yang harus dilakukan
terhadap anggaran”.  Gambaran ini menunjukkan betapa tergantungnya legislatif kepada 
eksekutif, baik secara material maupun non material.  Gambaran metafora tindakan 
legislatif yang selalu ”mohon petunjuk” atau ”mohon arahan” diperkuat oleh budaya 
paternalisme yang berkembang dalam konsep masyarakat Jawa, berupa bentuk 
hubungan ”bapak” dan ”anak” (Kuntowijoyo, 2004; Dwiyanto, 2006).  Dalam jenjang 
hierarki, yang menduduki posisi puncak bertindak sebagai bapak dan yang berada di 
bawah adalah anak.  Artinya, budaya paternalisme melihat eksekutif sebagai bapak 
karena menduduki posisi puncak dan legislatif berperan sebagai ”anak”.  Hubungan 
antara orangtua dan anak merupakan hubungan superior dan inferior.  Anak atau yang 
inferior harus menghormati orangtua yang superior.  Sebagai ”bapak”, eksekutif
memberikan perlindungan kepada ”anak”nya dalam bentuk status dan pangkat dengan 
segala fasilitasnya.  Pemberian tersebut merupakan hak istimewa ”anak” yang 
merupakan penentu status sosial di masyarakat.  Konsekuensinya, dengan pemberian 
hak istimewa, maka ”anak” harus loyal dan sukarela memenuhi segala perintah ”bapak”
yang kemudian menjadi sumber legitimasi kekuasaan di dalam masyarakat (Mulder,
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1985: 23).  Dalam hubungan ”bapak” dan ”anak”, masing-masing pihak mendapatkan 
keinginannya sehingga sulit dikatakan siapa memeras siapa atau siapa memanfaatkan 
siapa (Jackson dan Pye, 1978: 34).
Gambaran ini menunjukkan orde baru dengan budaya paternalisme sangat 
berperan dalam hubungan keagenan eksekutif-legislatif.  Budaya paternalisme yang 
diperkokoh dengan sistem feodalisme dalam bentuk sentralisasi kekuasaan 
menyebabkan lembaga legislatif yang seharusnya mengawasi pelaksanaan anggaran 
eksekutif, dibalik menjadi eksekutif yang mengawasi dan mengendalikan legislatif 
dalam membuat kebijakan anggaran.  Ketidakberdayaan legislatif dalam menjalankan 
hak-haknya guna mewujudkan fungsi-fungsinya menyebabkan posisi DPRD sangat 
lemah, mereka hanya berperan sebagai ”rubber stamp”, sebagaimana penjelasan 
berikutnya.
”Rubber Stamp”: Pekerjaan Legislatif yang Termarjinalkan
”Rubber Stamp” atau ”tukang stempel”! Makna itulah yang peneliti tangkap dari 
hasil interaksi dengan informan pada saat mendeskripsikan peran lembaga legislatif masa 
orde baru.  Sebagaimana pandangan salah seorang staf pemerintah daerah yang 
menggambarkan betapa mudahnya usulan anggaran yang diajukan eksekutif untuk disetujui 
oleh DPRD, karena lembaga ini hanya tinggal mengesahkan anggaran dan aturan saja tanpa 
banyak pertanyaan.  Seperti komentar Wishnu, salah seorang mantan anggota DPRD era orde 
baru, bahwa:
saya kira sangat jelas kedudukan kami hanya pelengkap dari sistem yang dibangun oleh pemerintah orde 
baru, ketika itu kami tidak mempunyai kekuasaan apa-apa, kami hanya dipanggil untuk duduk, diam, 
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dengar dan akhirnya menyetujui semua usulan eksekutif ... saya rasa peran itu sama dengan tukang 
stempel, kami ada untuk melegitimasi keinginan pemerintah.
Ketidakberdayaan legislatif, tampak didukung oleh tatanan sosial (social setting) yang otoriter 
atau neo-feodalisme13 yang dibekingi oleh militer.  Ketidakberdayaan lembaga legislatif 
dikarenakan kuatnya posisi pemerintah pusat (presiden).
Jika diteliti kembali, penumpukan kekuasaan di tangan eksekutif daerah pada 
era orde baru (periode antara tahun 1966 sampai dengan pertengahan tahun 1999)  
merupakan imbas dari kekuasaan eksekutif (presiden) di tingkat negara.  Presiden 
(Soeharto) sebagai pimpinan lembaga eksekutif memiliki kekuasaan yang sangat besar 
dan dominan sehingga disebut sebagai penguasa tunggal.  Dalam menjalankan 
pemerintahannya mendapat dukungan dari kekuatan politik yang dominan14 dan 
kekuatan militer.  Kesan ini ditangkap dari komentar Winasa, Bupati Jembrana, bahwa
”birokrasi pemerintahan di Indonesia merupakan kekuatan militer dan Golkar”.  Kedua 
kekuatan ini tunduk dan patuh kepada Presiden, dalam penyelenggaraan pemerintahan 
mereka mempunyai pengaruh sangat besar pada setiap tingkatan pemerintahan hingga 
ke pelosok desa.  Seperti yang dikemukakan oleh Priyatmoko (2005, 85) bahwa, ”bukan 
hanya pengawasan yang dilakukan, namun lebih jauh dari itu, jabatan-jabatan strategis 
dalam pemerintahan dikapling oleh penguasa rezim orde baru untuk diduduki oleh 
personel-personel militer”.
                                                
13 Neo-feodalisme adalah feodalisme gaya baru, yang menghamba pada sesuatu selain raja, misal materi, 
kekuasaan, kehormatan, dan lain sebagainya.
14 Kekuatan politik yang dominan pada masa itu adalah kekuatan Golongan Karya (Golkar) sebagai partai 
politik yang mendapat dukungan penuh dari kekuatan militer dalam melancarkan jalannya pemerintahan 
(Usman, 2004; Thoha, 2005; Haris, 2005; Dwiyanto, 2006).
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Bahkan, jabatan yang cukup strategis yang bisa diduduki oleh masyarakat sipil 
sedapat mungkin militer ikut berperan menyeleksinya, misalnya melalui mekanisme 
penelitian khusus atau kewajiban mengikuti kursus tertentu, seperti di Lemhanas.  
Selanjutnya, Priyatmoko (2005, 85) dan Pratikno (2002, 33) menambahkan bahwa pejabat 
pusat dan daerah yang sudah menduduki jabatan juga dipengaruhi melalui berbagai cara, 
seperti koordinasi atau penataran-penataran dengan menggunakan simbol-simbol persatuan, 
stabilitas nasional, demi untuk kepentingan negara serta pembangunan.  Berdasarkan situasi 
tersebut Bupati Winasa, kemudian, berkelakar bahwa:
sampai-sampai hampir semua kepala daerah dan kepala atau pimpinan instansi-instansi strategis berada 
di tangan militer.  Demokrasi yang meletakkan kedaulatan rakyat tidak banyak dipraktikkan.  
Sementara, demokrasi menurut perspektif kekuasaan yang bernuansa rekayasa untuk kepentingan 
penguasa15 amat jelas dilakukan selama pemerintahan orde baru.
Dari pemahaman di atas tampak bahwa peranan Golkar dan militer telah menggusur 
kedudukan legislatif.  Legislatif tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagai wakil rakyat 
dalam menentukan kebijakan-kebijakan anggaran.  Semua fungsi tersebut telah 
dilaksanakan oleh bawahan Presiden yang berada di partai Golkar dan militer.  Di sisi 
lain, kedudukan lembaga legislatif sebagai simbol dari lembaga supremasi sipil 
yang seharusnya mewakili rakyat dalam percaturan politik pemerintahan dan 
pengelolaan anggaran ternyata banyak tergusur oleh peranan angkatan bersenjata,
yang mewakili aspirasi penguasa.  Bentuk pengendalian otoriter model ini dijalankan 
secara ketat dengan menempatkan hierarki pemerintahan sejajar dengan hierarki komando 
teritorial, sehingga militer dapat mengamati dari dekat penyelenggaraan pemerintahan di setiap 
tingkatan hingga ke desa-desa. 
                                                
15 Yang dimaksud penguasa oleh informan adalah Presiden beserta kroni-kroninya.
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Situasi ini semakin parah dengan adanya ancaman recall bagi anggota legislatif 
vokal (menyuarakan kepentingan publik), yang dilakukan oleh eksekutif (Fuad, 2000: 24).  
Seperti ungkapan Nyoman Suryadi, Kepala Dinas Pendidikan Jembrana, bahwa, ”kalau ada 
legislatif yang terlalu banyak bicara akan diganti oleh orang lain, karena menghalangi 
pengesahan anggaran yang ”katanya” menghambat jalan pembangunan.  Pengesahan 
anggaran harus berjalan lancar dan langsung disetujui, di mana semua perintah datangnya dari
atas”.  Berdasarkan pemahaman ini, eksekutif cenderung untuk menghindari legislatif yang 
kritis terhadap setiap kebijakan yang telah dibuat, karena cenderung menciptakan inefisiensi 
kerja.
Di sisi lain, di masa orde baru, lembaga eksekutif diisi oleh para cendekiawan atau 
kaum priayi pilihan, sehingga lembaga eksekutif telah menempatkan dirinya sebagai 
pelopor modernisasi, atau menganggap dirinya (dan dianggap oleh masyarakat) sebagai 
pihak yang paling mengetahui, paling berwenang dan paling mampu merumuskan 
kebijakan yang akan dicapai dan terbaik bagi masyarakat.  Jero Gede, Kepala Desa 
adat, berkomentar bahwa: ”eksekutif jaman orde baru dipenuhi oleh orang-orang pintar 
dan intelek.  Jadi tidak heran kalau mereka yang memutuskan semuanya”.  Cara 
pandang seperti ini tertanam dan berakar dalam kurun waktu cukup lama, yang
kemudian melembaga sebagai suatu sistem yang sulit diubah.  Sebagaimana ungkapan 
Foucault bahwa terdapat relasi yang tidak dapat dipisahkan antara wacana (diskursus), 
pengetahuan yang melandasinya, serta relasi kekuasaan yang tersembunyi di baliknya, 
yang merupakan produk dari praktek kekuasaan.  Menurutnya, tindakan, pengetahuan 
dan formasi wacana merupakan produk dari permainan kekuasaan (Piliang, 2004: 223-
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224).  Artinya, bahwa wacana mengenai eksekutif sebagai pelopor modernisasi dan 
lembaga yang mengetahui segala hal sengaja dikembangkan dan ditanamkan sekian 
lama oleh penguasa dalam rangka melanggengkan kekuasaan.
Sejalan dengan pemikiran di atas, C. Wright Mills dalam karyanya “The Power 
Elite” (1956) menandaskan bahwa kekuasaan untuk mengontrol dan memimpin kegiatan-
kegiatan masyarakat terkonsentrasi di tangan sejumlah kecil orang (Sanderson, 2003: 330).  
Mereka adalah suatu elit pilihan yang homogen dan bersatu, yang berada pada puncak 
piramida masyarakat.  Anggota-anggota elit berasal dari tiga arena utama kehidupan, yaitu 
eksekutif, para pengusaha besar, dan pimpinan puncak militer.  “Elit” demikian 
dinamakan oleh Mills, merupakan "kompleks industri-militer".  Tanpa memperdulikan 
keragaman anggota elit16 yang telah menyeruak ke berbagai kepentingan yang kadangkala 
sering bertentangan, Mills memandang mereka sebagai pemegang suatu unit kepentingan 
yang fundamental.  Kesamaan kepentingan yang amat mendasar ini telah menciptakan 
kesatuan psikologis kelompok, dengan akibat adanya kesatuan pandangan ideologi
terhadap dunia sosial, politik, dan ekonomi.  Mereka menjadi sekelompok kaum elit yang 
mendukung penguasa dalam mengontrol pemerintahan.
Selain itu, eksklusivitas eksekutif tampaknya ditopang oleh perangkat informasi 
yang dikuasai sepenuhnya oleh eksekutif, sedangkan legislatif sangat miskin informasi.  
Menurut Santiso dan Belgrano (2004, 6):
the executive branch overwhelmingly dominates the budget process and legislatures tend to act merely as 
rubber stamps. Excessive executive discretion in public budgeting has not only hindered the consolidation of 
                                                
16 Di dalam kekuasaan elit, Mills menemukan lapisan menengah kekuasaan yang terutama terdiri dari 
representansi rakyat (dewan) dan berbagai kelompok kepentingan.  Pada bagian paling dasar struktur 
kekuasaan itu terdapat warga negara biasa yang jumlahnya besar yang relatif tidak mempunyai kekuasaan di 
hadapan kontrol yang menyeluruh terhadap kekuasaan puncak.
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mechanisms of self-restraint in budget policy making, but also has circumvented of neutralized the few that 
existed.
Karenanya, dapat dikatakan bahwa dalam era ini, eksekutif tidak ingin berbagi informasi 
dengan legislatif karena informasi tersebut merupakan bahan yang sangat dibutuhkan 
dalam menyusun argumentasi bagi perumusan kebijaksanaan anggaran.  Seperti diketahui, 
kelengkapan, akurasi dan aktualitas data merupakan ”barang” yang mahal, oleh karena itu di
setiap sidang-sidang pembahasan agenda kebijaksanaan anggaran, legislatif tidak bisa
membawakan argumen sebaik eksekutif (kepala daerah).  Kondisi ini menyebabkan legislatif 
pada saat sidang berlangsung hanya memberikan komentar setuju, tanpa ada kritikan.  Untuk hal 
ini, Made Sudantra, salah seorang Kepala Dinas Jembrana, mengatakan bahwa ”situasi saat itu 
legislatif hanya tinggal memberi stempel saja”.  Sehingga ungkapan sebagai ”tukang stempel” 
pun muncul, karena lembaga ini hanya tinggal memberikan stempel pengesahan atas usulan 
kebijakan anggaran yang diajukan oleh eksekutif (Wibawa, 2005: 13). 
Dengan kata lain, cara pandang bahwa pimpinan selalu bertindak benar, pimpinan 
tidak dapat disalahkan telah dibangun begitu lama.  Sebaliknya, seorang bawahan dianggap 
tidak mampu menerjemahkan keinginan pimpinan dan berbagai sikap yang memarjinalkan 
bawahan terus dikembangkan.  Akibatnya, legislatif dalam membuat kebijakan anggaran 
hanya tinggal mengesahkan saja atas apa yang sudah dirumuskan oleh eksekutif.  
Karenanya, cap sebagai tukang stempel yang melekat dalam tubuh lembaga legislatif 
adalah sebuah fakta yang harus diterima.  Seperti ungkapan Made Sudantra, yang 
menunjukkan marjinalisasi legislatif adalah ”pengesahan anggaran tidak susah, karena 
langsung disahkan saja dan tidak ada pertanyaan yang diajukan oleh legislatif”.
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Demikianlah hubungan kelembagaan eksekutif-legislatif, seperti gambaran di atas,
secara terus-menerus berlangsung selama tiga dasawarsa yang cenderung menjadi sasaran 
dari kekuasaan, dan pada akhirnya mulai dirasakan perlunya reformasi.  Upaya 
melakukan reformasi, melahirkan suatu keinginan untuk mencoba memperkenalkan suatu 
bentuk paradigma model hubungan yang lebih mengayomi masyarakat.  Paradigma ini ingin 
mengembalikan suara rakyat yang tersalurkan melalui institusi sah menurut undang-
undang yaitu lembaga legislatif.
ERA ORDE BARU: KONTEKS SOSIAL YANG MENDORONG KESENJANG-
AN HUBUNGAN KEAGENAN
Gambaran di atas menunjukkan bahwa pemerintahan orde baru pantas disebut 
sebagai pemerintahan yang otoriter dan militeristik.  Pemerintahan yang otoriter dan 
militeristis ini memperkuat dan diperkuat oleh corak kehidupan yang feodalistis17 dan 
paternalistis, atau bapakisme, yang secara tradisional berlaku dalam masyarakat Indonesia 
pada umumnya. 
                                                
17 Sebagai satu ideologi, feodalisme telah hidup dalam waktu yang cukup lama. Akan tetapi, di dalam 
perkembangannya di beberapa kurun waktu, tempat dan kebudayaan yang berbeda, ia mendapatkan nuansa-
nuansa yang juga berbeda.  Dalam konteks feodalisme yang berkembang di Indonesia, ada beberapa ciri yang 
dapat dikemukakan, bahwa feodalisme sebagai ideologi adalah sebentuk keberangusan.  Definisi ini mungkin 
agak janggal untuk didengar.  Setidak-tidaknya ada tiga hal yang diberangus di dalam feodalisme, yaitu 1) 
daya kritis, 2) daya kreatif, 3) sikap fundamentalisme (Piliang, 2005: 115).  Dengan tidak berkembangnya 
daya kritis di dalam masyarakat, khususnya legislatif, maka lembaga ini akan selalu “meminta petunjuk” dari 
atas.  Kita tentu masih sangat ingat kalimat yang sering diucapkan Harmoko: ”menurut petunjuk Bapak 
Presiden”.  Dengan tidak berkembangnya daya kritis, maka tidak berkembang pula daya kreatif.  Legislatif 
selalu diselimuti ketakutan untuk menyampaikan ide-ide baru.  Ide-ide tersebut justru ditentukan dari atas.  
Bahkan sampai pada ide-ide untuk membuat pupuk kompos, bibit unggul, atau makanan unggas, semuanya 
datang dari atas (baca: Soeharto).  Berbeda dengan dua ciri yang sebelumnya, sikap fundamentalisme sangat 
ditakuti oleh feodalisme.  Oleh karena, sikap semacam itu akan menimbulkan eksklusivitas di dalam 
masyarakat.  Padahal, feodalisme menginginkan bahwa semuanya harus diatur dari atas secara sentralistik.
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Dalam hal tersebut, kesukubangsaan dan keyakinan keagamaan sebagai kekuatan 
sosial dan politik dipelihara dan dikembangkan oleh pemerintahan orde baru untuk 
mendukung kemantapan pemerintahan dan kekuasaannya, telah secara sadar atau tidak 
bergeser menjadi dukungan bagi kemantapan kekuasaan Presiden Soeharto dan kroni-
kroninya.  Hal itu kemudian berkembang sebagai kekuasaan-kekuasaan perorangan yang 
absolut, yang terpusat di tangan satu orang (Pak Harto dan keluarganya).  Kekuasaan yang 
absolut adalah kekuasaan yang korup, baik secara sosial, ekonomi, politik, dan moral.  
Untuk itu, justifikasi (justification) atau pembenarannya dilakukan dengan menggunakan 
simbol-simbol (persatuan, pembangunan, stabilitas dan keadilan) dan metafora-metafora
yang relevan oleh pejabat-pejabat dalam berbagai upacara baik keagamaan maupun 
upacara sosial. 
Dalam zaman orde baru tidak ada kesetaraan hubungan keagenan, yang ada ialah 
hierarki atau jenjang sosial yang dimantapkan melalui berbagai bentuk peraturan dan 
kebijakan politik, serta pemberian fasilitas dan keistimewaan kepada golongan militer, 
pejabat dan birokrat, dan partai pendukung pemerintah.  Akibatnya, dengan jelas dapat 
dibedakan antara yang berkuasa (dengan berbagai keistimewaannya) dengan yang tidak 
berkuasa, atau orang biasa (yang harus mengabdi kepada yang berkuasa). 
Dalam masa orde baru tidak ada kesetaraan agen, baik secara sosial, legal atau 
hukum, dan budaya.  Ketidaksetaraan ini terwujud terutama dalam kehidupan politik dan 
ekonomi dari warga masyarakat Indonesia.  Walaupun Indonesia mengakui dirinya sebagai 
negara demokrasi, dunia Barat dan sejumlah negara lainnya menggolongkan Indonesia 
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sebagai negara dengan pemerintahan totaliter18, sama coraknya dengan negara-negara di 
Amerika Latin yang juga dikuasai oleh militer (Piliang, 2005).  Prinsip demokrasi yang 
utama, yaitu kesetaraan derajat secara individual dan kebebasan, dan pemerintahan atas 
persetujuan rakyat, tidaklah terwujud selama pemerintahan orde baru.  Selama masa orde 
baru, yang ada ialah pemerintahan oleh militer, para patron atau bapak, dan para kroni dari 
presiden.  Mereka melihat corak kebudayaan Indonesia zaman orde baru sebagai sebuah 
kebudayaan yang feodalistik, otoriter-militeristik, dan paternalistik yang didukung oleh 
sistem ekonomi kronisme.
Hubungan keagenan yang berlangsung di dalam era orde baru terlepas dari 
pencapaian fisiknya yang mengagumkan, sebetulnya tak lebih dari sebuah wacana 
kegilaan.  Sebagaimana yang dikatakan Foucault, di dalam kegilaan orang menipu dirinya 
sendiri.  Bila benar seorang gila dituntut oleh kepalsuan citra (arbitrariness of image),
maka ia memenjarakan dirinya sendiri di dalam lingkaran kesadaran palsu.  Kegilaan 
adalah fragmentasi jiwa19, di mana hasrat dibawa ke titik kebutaan.  Adalah kebutaan itu 
yang telah membimbing perjalanan pembangunan rezim orde baru.  Hasrat tak terkendali 
yang diiringi kebutaan akan menggiring setiap orang kepada Machiavellian. Paradigma 
                                                
18 Walaupun Indonesia mengaku sebagai penganut azas demokrasi, yaitu demokrasi Pancasila, dunia luar, 
terutama dunia Barat, tidak melihat demokrasi Pancasila sebagai demokrasi.
19 Menurut Michel Foucault di dalam Madness and Civilization, gangguan pikiran (mind) pada diri kita 
sebagai manusia adalah akibat dari penyerahan buta kita pada hasrat-hasrat (desire) kita sendiri, 
ketidakmampuan mengontrol atau menjinakkan hawa nafsu (passion) kita.  Keadaan ini merupakan pintu 
menuju pada kegilaan.  Kegilaan yang di dalamnya jiwa dikendalikan oleh hasrat, berupaya untuk mencari 
pintu-pintu untuk melepaskan hasrat tersebut, dengan cara-cara di mana hukum dikompromikan, 
diputarbalik, dan didistorsi, yang memberi peluang bagi proses bertumbuhnya kejahatan.  Dalam kegilaan, 
totalitas jiwa (mind) terfragmentasi sedemikian rupa, sehingga memisahkan manusia dari realitas dirinya 
sendiri.  Manusia terpenjara dalam fragmen-fragmen fantasi, imajinasi, dalam sesuatu yang tidak nyata.  
Kegilaan muncul ketika manusia terobsesi dengan citra, status sosial, dan kebanggaan.  Citra, yang 
sebetulnya bersifat semu, mendapatkan pengakuan.  Yang kemudian terbentuk adalah kesadaran semu serta 
realitas semu (Piliang, 2005).
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kekerasan akhirnya menjadi paradigma pembangunan.  Hubungan keagenan yang terjadi
didukung dengan perhitungan, kalkulasi dan manajemen presisi, akan tetapi tidak 
dilengkapi dengan jiwa yang sehat (reason).  Hubungan keagenan dituntut bukan oleh 
kearifan dan keikhlasan, melainkan oleh hasrat dan hawa nafsu yang tidak ada kendali.  
Proyek-proyek yang dibangun lebih didasarkan pada keinginan untuk memenuhi hasrat 
kebanggaan dan prestise penguasa, seperti gedung tertinggi, pusat perbelanjaan termewah, 
lapangan golf terbesar, dan sebagainya.  Hasrat kebanggaan tersebut, oleh karena bersifat 
kontradiktif dengan kondisi sosial dan aspirasi masyarakat, pada akhirnya menjadi 
boomerang dan menelan korban bangsa sendiri lewat berbagai bentuk kekerasan.
Hubungan keagenan dalam era orde baru ditandai oleh politik teritorial atau 
geopolitik, yang telah menciptakan sebuah totalitarianisme kultural, yaitu kekuasaan 
budaya yang terpusat, sentralistik, yang menciptakan didalamnya berbagai bentuk 
penyeragaman budaya yang tidak menghargai pluralitas, perbedaan, dan lokalitas.  
Kebudayaan dikonstruksi berdasarkan prinsip oposisi biner.  Di dalam setiap segmentasi 
tersebut terjadi proses penyisihan (ekslusi), pengasingan (alienasi), dan peminggiran 
(marginalisasi).  Dari uraian diatas, dapat disebutkan bahwa logosentris era orde baru 
adalah egoisme.  Artinya, hanya eksekutif (pusat) yang selalu benar.
Hal ini dapat terlihat bahwa selama era orde baru, iklim dialogis tidak tercipta, 
yang ada adalah manusia dilihat sebagai data statistik, sebagai angka-angka, sebagai 
komoditi yang tidak dipertimbangkan perasaannya.  Cara berpikir tersebut bertentangan 
dengan Mikhail Bakhtin yang berpendapat bahwa upaya pemahaman terhadap 
masyarakat dan kebudayaan (termasuk budaya politik), yang paling penting diupayakan 
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adalah bagaimana memahami manusia sebagai subjek, dengan segala perasaannya, dan 
bukan sebagai objek yang tidak berjiwa.  Karena, sebagai sebuah objek yang diperoleh 
hanyalah pengetahuan (Piliang, 2005, 182).  Oleh karena itu, dalam hubungan keagenan 
yang paling penting difahami adalah pemahaman dan kesalingpahaman antar agen dan 
prinsipal.
KESIMPULAN
Hubungan keagenan eksekutif-legislatif dalam konteks anggaran bagaikan sebuah 
misteri manajemen anggaran pada masa orde baru, karena hubungan keagenan tersebut 
didominasi oleh eksekutif.  Akses legislatif terhadap kotak hitam kebijakan anggaran 
sangat terbatas, atau bahkan tidak ada sama sekali. 
Di samping itu, sistem orde baru sedemikian rupa membuat ”seakan-akan” ada 
demokrasi yang ditandai dengan eksistensi lembaga legislatif sebagai penyeimbang eksekutif.  
Namun, karena ”rasa aman” anggota legislatif berada di tangan kepala daerah, menyebabkan 
legislatif harus tunduk dan patuh kepada segala keputusan eksekutif.  Karenanya, setiap 
tindakan harus selalu disertai dengan kata-kata manis ”mohon arahan” atau ”mohon 
petunjuk”, alhasil pekerjaan legislatif hanya sebagai ”rubber stamp” atau ”tukang stempel”
anggaran, tidak ada pekerjaan yang lainnya.  Tampaknya, metafora itulah yang paling tepat 
untuk mendeskripsikan  peran lembaga legislatif masa orde baru.
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